
GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: !0o7trp.1 16-lltrD/?o?e

TENTANG

PENUTUPAN REKENING BENDAI{AIRA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 9OO/Kep.9-BPKAD /2022 tentang Rekening
Bendahara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat jo. Nomor 9OO/Kep.1O-
BPKAD /2022 tentang Rekening Bendahara pada Satuan
Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan serta Satuan
Pendidikan Khusus dari Dana Bantuan Operasional Pendidikan
Daerah (BOPD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui
penetapan Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan Penutupan
Rekening Bendahara di Lingkung€Ln Pemerintah Daerah Jawa
Barat yang sudah tidak dipergunakan lagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penutupan Rekening Bendahara Pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor l1 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1950
tentang Pemerintahan Djakarta Raya (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OAT Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47441dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 782, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a010);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tanrtbahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. undang-undang Nomor I Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4
Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 245, Tarrrbahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang la.poran
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Irmbaran Negara RepubUk Indonesia Nomor a6la\

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang l.a.poran
Penyelenggarcran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
l,aporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 19, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a6931;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2Al4 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 65231;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tanrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 632211'

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan PenSrusunan la.poran
Pertanggungiawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:run 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 17811;
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11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2ol2
tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Iembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2oL2 Nomor 16 seri E, Tambahan
I-embaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor lZSl;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor I Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 255);

1,3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Jawa Barat {Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ot6
Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2077 tentang Perubahan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OlT
Nomor 5 Seri E);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2Ol7 Tentang Pedoman
Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2Ol7 Nomor 54|;

MEMUTUSKAN:

Penutupan Rekening Bendahara pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nama,
Nomor Rekening, dan Nama Bank sebagaimana tercantum dalam
Lampiran, sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubenur ini.
Dalam hal terdapat sisa saldo pada Rekening sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, maka disetorkan ke Rekening
Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
ltl Hrrrt PO2?

JAWA BARATb
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GTIBERNUR JAWA BARAT
NoMoR, )A0r4,t.116-,,fr.,i9lftr.22
TANGGAL, l/t lrral fr22.II,N,T-ANG : PENUTUPAN REKENING

BENDAHARA PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAI{ DAERAI{ PROVINSI
JAWABARAT

IIOMOR REKENING
PENGELUARAN PENERIMAAIT{NO. NAMA REKEN'NG

BP BPP BP BPP
NAMA Bmk

1 ) 3 4 5 6 7
1 DINAS PENDIDIRAN PROVINSI JAWA BARAT

I . PERENCANAAN DAN PE1APORAN 0044675369001 Bank bib
2 . BPPSUBBAGKEU DISDIKPROVJABAR ooa525laia(nl Bank bib
3 . SEKSI PENGELOI,AAN BIDANG CTK 0()937$2()700r Bak bil,
4 . SEKSI PEI{GEMBAI.IGAN BIDANG GTR 0093756657001 Bak bib
5 . BPPPKPLK T OO938l8Or1O0OI Bek bib
6. BPPPKPLK2 0093420037001 Bant bib
7. BPPPKPLI{3 olot63a66900l Bak bib
A . BIDAI{G PSMK I oo9a5&?604001 BsDk bib
9 . EIDAI{G PSIMX 2 w935827g0o1 Bank bit)

o101570371m1 Buk tib
11 . BPPBIDANGPSMA I oG1373253700r Bmk bib
12 . BPP BIDAXG PSMA 2 oo937347a5001 Bank bit
13 . BPP BIDAIIG PSMA 3 oo93722086o07 Bank bitr
14. BPP4BIDANGPfiMA oro12147170001 Balk t,ib

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT

I . BIDANOKPPMI otu)2o907lu)t BaDt bfl)
. SAKR TARIATI OOa43a,19t7OOl Bmk bib

3, SEKRETARIATII 009270490400r Bank bib

3
BADAN KESA'IUAII BAIIGSA DAN PC}LITIK PRO\/INSI
JAWA BARAT

1. BPPSEKRE'TARIATI oo93{x)3m3001 Bark bib

4 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I . BPP IifSPEIffORAT I fi)437.t49!xxrol Bsrlk bjb
2. BPPIflSPEKIORAT2 oo83920106001 Bark tjb
3 . aPF INSPEI$ORIIT 5 ooa37504{{rooI Bmk bjb

5
DINAS KEPEXDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA EARAT

I . BENDAHARAGTiTI 0075492936001 Bek bib
2. SEKRETARIATz 0083786914()()1 BaDk tJ't
3. BPPDAX oog'xr135a7o01 Bmk bjb

6
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPI]AN PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAS/A
BARAT

r . SUBBAG PERET{CAI{AAN oo7565a397001 Bant bib

7 BADAN PENGHUBUNG PROVTNSI JAWA BARAT

.I . BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA AARAT @90o32'2A3/Jo1 Baak bit,
2 . BEND BADAN PENGHUBUNG fi)9?+t6221lOOl Bark bib
3 . BEND BANHI.IB PROVJABAR ol l3395ArAOO1 Bek bit)
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